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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya pembangunan nasional adalah upaya untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata di seluruh 

wilayah tanah air Indonesia. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea 

keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa hakikat pembangunan nasional 

adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan 

umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu 

melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.1 Dalam 

pembangunan nasional diperlukan keselarasan antara sumber daya 

alam dan sumber daya manusia agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Sumber daya tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan 

secara bersamaan dalam upaya tercapainya pemerataan pembangunan 

nasional di seluruh wilayah Indonesia. Potensi yang dimiliki bangsa 

Indonesia berupa geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam 

merupakan modal dasar pembangunan yang perlu dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.2 
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Jumlah penduduk di Indonesia merupakan aset penting dalam 

pembangunan nasional, namun hal tersebut bukan jaminan bahwa 

pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal dan 

mencapai tujuan. Di satu sisi dengan jumlah penduduk yang sangat 

besar akan menjadi sumber daya pelaksana pembangunan nasional. 

Masyarakat akan berperan sebagai tenaga kerja yang dapat 

melaksanakan pembangunan tersebut. Di sisi lain, jumlah penduduk 

yang besar dan selalu bertambah juga dapat menimbulkan masalah 

yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Hal ini dapat terjadi apabila 

pemerintah tidak dapat meningkatkan kualitas kompetensi atau 

keterampilan penduduk yang jumlahnya besar dengan lapangan kerja 

yang diperlukan.  

Persoalan mendasar dari semua aspek kependudukan adalah 

tidak tersedianya tenaga kerja terdidik dan terlatih. Indonesia termasuk 

dalam negara berkembang yang memiliki sumber daya tenaga kerja 

yang melimpah dan sebagian besar masih berkualitas rendah dilihat dari 

latar belakang pendidikan yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat hingga 

Februari 2018 angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh 

mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 45,19 persen, 

sementara pendidikan Sarjana ke atas hanya sebesar 8,29 persen.3 
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Hal yang sering terjadi saat ini adalah banyaknya penduduk di 

Indonesia yang tidak semuanya dapat memperoleh keterampilan dan 

keahlian tertentu dari pendidikan formal. Pada akhirnya mereka 

berusaha untuk mendapatkan pekerjaan namun tidak semuanya dapat 

terlaksana dengan baik dalam lapangan kerja. Hal ini dikarenakan 

kurangnya pendidikan dan ketrampilan serta keahlian yang dimiliki.  

Oleh karena itu, penyiapan tenaga kerja terampil dan ahli melalui 

pendidikan dan pelatihan kerja yang tepat dan terarah sangat diperlukan. 

Tuntutan dunia kerja mendorong pencari kerja untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kerja nonformal guna menambah ketrampilan 

dan keahlian mereka. Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan sarana 

penting dalam pengembangan sumber daya tenaga kerja. 

Pengembangan tenaga kerja ini diharapkan nantinya menjadi tenaga 

kerja yang siap pakai, dalam arti bisa langsung terjun ke lapangan kerja. 

UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 

pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, 

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja. Tingkat 

pendidikan seseorang dan jenis pelatihan yang pernah diikuti 

mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis keterampilan yang 

dimiliki adalah alat pengukur kemampuan teknisnya. 

Wilayah DKI Jakarta sebagai pusat utama kegiatan ekonomi di 

Indonesia menuntut penyediaan tenaga kerja yang produktif dan 
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profesional, sehingga pembangunan sektor tenaga kerja ditujukan untuk 

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran 

melalui pengembangan kualitas dan peningkatan produktivitas tenaga 

kerja. Masalah provinsi DKI Jakarta yang menjadi bagian dari salah satu 

masalah nasional adalah masih tingginya angka pengangguran. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta pada Februari 2018 

sebanyak 400 ribu orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. 

Sejalan dengan itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 

69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin.4 Angka tersebut masih 

terbilang tinggi untuk Tingkat Pengangguran Terbuka di DKI Jakarta. 

Persoalan utama yang dihadapi adalah belum seimbangnya penyediaan 

lapangan kerja, akibatnya tingkat pengangguran cenderung masih tinggi 

dan persoalan lain adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan 

sebagian adalah pendatang dari luar Jakarta dengan tingkat pendidikan 

dan keterampilan yang kurang memadai.  

Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI 

Jakarta  dalam salah satu kebijakannya yaitu mendirikan Balai Latihan 

Kerja Daerah. Balai Latihan Kerja Daerah (BLKD) dibentuk sesuai 

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 

160 tahun 2002 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.5 Balai Latihan Kerja Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keahlian dan keterampilan 

kerja dan pemasaran bagi calon tenaga kerja disektor industri. 

Mengacu pada kebijakan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

DKI Jakarta mendirikan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara 

(PPKD Jakarta Utara). PPKD Jakarta Utara bertugas melaksanakan 

pelatihan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas tenaga 

kerja. PPKD Jakarta Utara diharapkan menjadi salah satu solusi 

angkatan kerja untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja 

yang nantinya akan menjadi bekal bagi mereka untuk bekerja. 

PPKD Jakarta Utara sebagai lembaga pelatihan mempunyai tugas 

pokok, yaitu melaksanakan pelatihan kerja dan pemasaran bagi calon 

tenaga kerja sector jasa dan industri. Tujuannya adalah untuk 

mendorong masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan 

pelatihan kerja dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi peningkatan 

produktivitas, selain itu peserta pelatihan diharapkan setelah lulus dari 

pelatihan dapat langsung bekerja baik swasta atau mendirikan usaha 

mandiri. Orientasi dari PPKD Jakarta Utara adalah bagaimana 

menghasilkan output berupa tenaga kerja yang yeng berkualitas, 

berkompeten dan produktif dalam persaingan pasar kerja. 
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Pelatihan kerja kejuruan yang diselenggarakan di PPKD Jakarta 

Utara meliputi  kegiatan berbagai pelatihan, yaitu: 1) Kejuruan Teknik 

Kendaraan Ringan, 2) Teknik Sepeda Motor, 3) Bahasa Inggris, 4) 

Teknik Elektronika, 5) Teknik Pendingin, 6) Teknik Panel Listrik, 7) Tata 

Boga, 8) Tata Busana, 9) Tata Graha, 10) Teknik Komputer Jaringan.  

Diantara kejuruan-kejuruan yang ditawarkan, ada salah satu 

kejuruan yang diminati oleh masyarakat Jakarta Utara, yaitu kejuruan 

Teknik Kendaraan Ringan. Yang akan peneliti pilih juga sebagai kejuruan 

yang akan diteliti. Hal ini disebabkan karena kejuruan teknik kendaraan 

ringan sedang berkembang di pasar kerja ataupun untuk mendirikan 

usaha mandiri selalu terbuka lebar. Adapun mata diklat dari Teknik 

Kendaraan Ringan ini, yaitu dasar permesinan, kelistrikan dan 

pendinginan. 

Pada tahun anggaran 2018, PPKD Jakarta Utara melaksanakan 

pelatihan kerja kejuruan Teknik Kendaraan Ringan yang diikuti oleh 

jumlah peserta yaitu 15 orang.6 Peserta yang mengikuti pelatihan 

memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Untuk lebih 

lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1 Latar belakang dan jumlah peserta pelatihan 

Latar Belakang Pendidikan Jumlah Peserta 

SMA 9 orang 

SMK 5 orang 

D3 1 orang 

 

Dari tabel terlihat bahwa sebagian besar peserta pelatihan 

kejuruan Teknik Kendaraan Ringan, yaitu adalah lulusan SMA. Dalam 

perkembangannya, pasar kerja tidak hanya membutuhkan kemampuan 

akademik saja, akan tetapi juga membutuhkan keterampilan dan 

keahlian dari setiap pencari kerja. 

Dalam hal ini Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara 

berperan penting dalam membekali warga Jakarta Utara yang 

kemampuan akademiknya relatif masih rendah. Dengan dibekali 

keterampilan dan keahlian di bidang Teknik Kendaraan Ringan, sebagai 

bidang yang sedang banyak diminati oleh masyarakat, diharapkan 

peserta nantinya dapat bekerja dengan baik  di perusahaan swasta 

maupun membuat usaha mandiri. 

Dengan adanya kebutuhan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

menggambarkan Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Kejuruan Teknik 

Kendaraan Ringan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, muncul 

beberapa pertanyaan dalam penelitian kali ini. Beberapa pertanyaan 

tersebut sebagai berikut: 

1. Apakah progam pelatihan kerja pada kejuruan teknik kendaraan 

ringan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara sudah sesuai 

dengan kebutuhan peserta pelatihan? 

2. Bagaimana dampak pelatihan kerja pada kejuruan teknik kendaraan 

ringan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara bagi peserta 

didik? 

3. Bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja pada kejuruan teknik 

kendaraan ringan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara? 

 

C. Batasan Masalah 

Setelah mengidentifikasi beragam masalah yang ada maka 

penelitian ini hanya akan membahas tentang pelaksanaan pelatihan 

kerja kejuruan teknik kendaraan ringan di Pusat Pelatihan Kerja 

Daerah Jakarta Utara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan penulis sebelumnya, maka masalah penelitian ini 



9 
 

 
 

dirumuskan menjadi: Bagaimana pelaksanaan pelatihan pada kejuruan 

teknik kendaraan ringan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara 

berdasarkan komponen pelaksanaan pelatihan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan 

pelaksanaan pelatihan kerja pada kejuruan teknik kendaraan ringan di 

Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara. Selain itu tujuan penelitian 

ini sebagai bahan rekomendasi atau tolak ukur untuk PPKD Jakarta 

Utara dalam menyelenggarakan pelatihan berikutnya. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait 

pelaksanaan program pelatihan dan sejenisnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai aplikasi ilmu teknologi pendidikan khususnya pada 

konsentrasi teknologi kinerja. 

b. Sebagai masukan bagi Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta 

Utara khususnya penyelenggara dalam melaksanakan program 

pelatihan pada kejuruan teknik kendaraan ringan. 




